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ABSTRAK 

 

YUSNA HASAN (271414036) ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN TANPA ADA WALI NIKAH 

YANG SAH. Di bimbing oleh ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.HUM. 

sebagai pembimbing I dan bapak Ismail Tomu, SH.,MH sebagai pembimbing 

II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Universitas Negeri Gorontalo.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis terhadap 

perceraian karena perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah serta mengetahui akibat 

hukum dari tanpa ada wali nikah yang sah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. 

Peneltian hukum normatif dan empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak). 

Dalam hal ini penelti akan mengambarkan bagaimana akibat hukum perkawinan 

tanpa ada wali nikah yang sah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan tanpa ada wali meberikan 

dampak akibat yang jelas  mengenai kepastian hukum dalam perkawinan. Karena 

apabila dalam proses perkawinan tidak memenuhi unsur serta syarat sahnya 

perkawinan yaitu perkawinan tanpa adanya wali nikah yang sah akan dianggap 

pernikahan fasid (nikah rusak) akibat perkawinan tersebut  Tidak diterbitkannya akta 

cerai salah satu implikasi hukum pada akibat perkawinan yang cacat hukum dan 

status hukum. Maka dari itu perlu diadakan atau adanya aturan yang baru mengenai 

pemahaman akibat perkawinan yang cacat hukum, agar masyarakat dapat memahami 

dengan jelas status hukum perkawinan yang tidak sesuai syarat sahnya perkawinan. 

 

 

 

 

KATA KUNCI: Akibat perkawinan tidak sah 
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ABSTRACT 

Hasan, Yusna (271414036). Juridical Analysis of Divorce of Marriage Law 

Consequence without a Legal Marriage Guardian (A Case Study in Religious Court 

of Gorontalo City). Principal Supervisor: Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.HUM. Co-

Supervisor: Ismail Tomu, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas 

Negeri Gorontalo.   

This research aims to determine and conduct a juridical analysis of divorce of 

marriage law consequence without a legal marriage guardian as well as the law 

consequence of such a case.   

This empirical normative research refers to a law study regarding the enactment of 

normative legal provisions (codification, law or contract). This research will 

therefore describe the marriage law consequence without a legal marriage guardian.  

The result indicates that a marriage without a guardian is impactful on the legal 

certainty in marriage. It is because if the marriage process does not meet the elements 

and requirements of legal marriage -in this case, the absence of a marriage guardian-

, the marriage will be considered fasid (imperfect marriage). Due to this problem, the 

divorce certificate is not issued as the law implication on the consequence of illegal 

marriage. For that reason, a new regulation about the comprehension of illegal 

marriage consequence should be stipulated, so that the societies can clearly 

understand the legal status of marriage that is not in compliance with the legal 

requirement of marriage.  \ 

 

KEYWORDS: Illegal marriage consequence    
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